Menimbang

Mengingat

M enetapkan

HEE,

A
5
%
n.{'ﬂ»:

=k h

[
o, M
=R

1

1

A

PRESIDEM
REPUBLIK. INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1981
TENTANG
LATIHAN PRA JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

: a bahwa daam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok

Kepegawaian antara lain ditegaskan, bahwa kepada calon Pegawa Negeri
Spil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar calon Pegawa Negeri
Sipil yang bersangkutan trampil melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya;

b. bahwa daam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawa Negeri Spil
dipandang perlu mengatur pel aksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai

Negeri Spil sebagamana ditentukan daam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974.

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3041) ;

3. Perauran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3068) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3069) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab
Fungsiona Pendidikan dan Latihan.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

LATIHAN PRA JABATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(1) Latihan Pra Jabatan terdiri dari:
a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus.
(2) Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap caon
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Pegawa Negeri Spil/Pegawa Negeri Spil yang diangkat sgak tanggd 1 April
1981,

(3) Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan
tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secarakhusus

BAB Il
LATIHAN PRA JABATAN YANG BERS FAT UMUM
Pasal 2

L atihan Pra Jabatan yang bersfat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:
a  Latihan PraJabatan Tingkat | beg gdonganl
b. Latihan Pra Jabatan Tingkat 11 bagi golongan Il
C. Latihan PraJabatan Tingkat I11 bagi golongan 111 dan golongan V.
Pasal 3
(1) Materi Latihan Pra Jabatan yang bersfat umum terdiri dari 4(empat)
kelompok, yaitu:
a. kelompok A ;
b. kelompok B ;
Cc. kelompok C;
d. kelompok D ;
(2) Kelompok A terdiri dari;
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar 1945 ;
C. Garis-garisBesar Haluan Negara;
(3) Kelompok B terdiri dari :
a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
b. Korps Pegawa Republik Indonesia;
(4) Kelompok C terdiri dari administras perkantoran.
(5) Kelompok D terdiri dari;

a Tugas pokok, fungsi, susunan organisas, dan tatakerja
Departemen/L embagd/Ingans yang bersangkutan ;

b. Pengetahuan lain yang ditentukan oen pi mpinan
Departemen/L embaga/Ingans yang bersangkutan ;

Pasal 4
LamanyaL aihan Pra Jabatan yang bersfat umum adaah :
a. 75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat | ;
b. 1125 (seratus dua beas setengah) jam untuk L atihan Pra Jabatan Tingkat |1;
C. 150 (seratuslima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat 111 ;
Pasal 5

Latihan Pra Jabatan yang bersfat umum diseenggarakan olen Menteri yang
memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
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Tertinggi/ Tinggi Negara, Fmpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, dan Bupati/Waikotamadya
Kepada Daerah Tingkat |1/Wadikota Adminigratif di lingkungannya masing-
masing.
BAB 11I
LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

Keentuan-ketentuan mengena Laihan Pra Jabatan yang bersfa khusus
ditetgpkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Fmpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, setelah
mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab ddam bidang
penertiban dan penyempurnaan Aparaiur N egara

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk meakukan Laihan Pra Jabatan dibebankan pada
anggaran mas ng-masing Departemen/Lembaga/lnstans yang bersangkutan.

Pasal 8

Pearindan lebih lanjut dan keentuan teknis pdaksanaan Laihan Pra Jebatan
sebagamana dimaksud daam Keputusan Presden ini, ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepda Badan Adminidras Kepegawaan Negara dan Ketua Lembaga
Adminigrad Negara

Pasal 9
Keputusan Presden ini mulaal berlaku padatanggd ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Padatangga 13 Juli 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
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